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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Konsep tentang Pelaksanaan Hukum 

1. Pelaksanaan Hukum sebagai Bentuk Penegakan Hukum 

Pelaksanaan Hukum dalam kehidupan sehari – hari, mempunyai arti 

sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada 

pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat 

diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Kalau tidak maka 

peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata – kata yang tidak 

mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan hukum dapat 

berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap tiap individu 

mentaati dengan kesadaran, bahwa apa yang ditentukan hukum tersebut 

sebagai suatu keharusan atau sebagai sesuatu yang memang sebaiknya. 

Perkataan penegakan hukum sering diartikan sebagai menegakkan, 

melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks 

yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya 

perwujudan konsep – konsep yang abstrak menjadi kenyataan.
31

 Proses 

penegakan hukum dalam kenyataanya memuncak pada pelaksanaan hukum 

itu sendiri oleh para pejabat penegak hukum. 

Sedangkan menurut Seminar Hukum Nasional IV Tahun 1979 

dinyatakan pula bahwa penegakan hukum merupakan keseluruhan kegiatan 
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dari para pelaksana penegak hukum kea rah tegaknya hukum, keadilan, dan 

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, 

ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang – Undang Dasar 

1945.
32

 

Adapun pengertian lain penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai 

usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi 

pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi 

pelanggaran memulihkan hukum dilanggar itu supaya ditegaskan kembali. 

Penegakkan hukum dilakukan dengan penindakan hukum menurut urutan 

berikut :
33

 

a. Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan 

jangan berbuat lagi (percobaan) 

b. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda) 

c. Penyisihan dan pengucilan (pencabutan hak – hak tertentu) 

d. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati) 

Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah dalam 

suatu kehidupan bersama : keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang 

berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan 

pelaksanaannya dengan suatu sanksi.
34

 Bahwa penegakkan hukum bukanlah 

semata – mata berarti pelaksanaan perundang – undangan, walaupun 
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didalam kenyataan di Indonesia kecendrungannya adalah demikian, 

sehingga pengertian law enforcement begitu popular. 
35

 

1. Proses Penegakkan Hukum oleh Penegak Hukum 

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh 

karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung 

berkecimpung dibidang penegakan hukum. Didalam hal ini yang 

dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang 

secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak 

hanya mencakup law enforcement, akan tetapi juga peace maintenance. 

Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka 

yang bertugas di bidang bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, 

kepengacaraan dan pemasyarakatan. 

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai 

kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan 

posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, 

sedang – sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya 

merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak – hak dan kewajiban – 

kewajiban tertentu. Hak – hak dan kewajiban – kewajiban tadi merupakan 

peranan role.  

Jadi, Penegak hukum didalam proses penegakan hukum seharusnya 

dapat menerapkan dua pola yang merupakan pasangan, yakni pola isolasi 
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dan pola integrasi. Pola – pola tersebut merupakan titik – titik ekstrim, 

sehingga penegak hukum bergerak antara kedua titik ekstrim tersebut. 

Artinya, kedua pola tersebut memberikan batas – batas sampai sejauh 

mana kontribusi penegak hukum bagi kesejahteraan masyarakat.
36

 

Faktor – faktor yang memungkinkan mendekatnya penegak hukum 

pada pola isolasi adalah : 

1. Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan 

dengan penegak hukum,dan merasakan adanya suatu intervensi 

terhadap kepentingan – kepentingan pribadinya yang dianggap 

sebagai gangguan terhadap ketentraman (pribadi). 

2. Peristiwa – peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegak hukum 

dalam tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa 

takut. 

3. Pada masyarakat yang mempunyai taraf stigmatisasi yang relatif 

tinggi, memberikan “cap” yang negatif pada warga masyarakat yang 

pernah berhubungan dengan penegak hukum. 

4. Adanya haluan tertentu dari atasan penegak hukum, agar membatasi 

hubungan dengan warga masyarakat, oleh karena ada golongan 

tertentu yang diduga akan dapat memberikan memberikan pengaruh 

buruk kepada penegak hukum. 

Namun dibalik itu semua, didalam konteks sosial tertentu, pola 

isolasi mempunyai keuntungan – keuntungan tertentu, yakni : 
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1. Hubungan yang formal dalam interaksi sosial dapat merupakan 

faktor yang mantap bagi penegak hukum untuk menegakkan hukum 

2. Apabila penegak hukum merupakan pelopor perubahan hukum, 

maka kedudukan yang lebih dekat pada pola isolasi akan 

memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melaksanakan 

fungsi tersebut. 

3. Memungkinkan berkembangnya profesionalisasi bagi para penegak 

hukum.
37

 

Salah satu unsur penting dalam rangka mewujudkan lalu lintas yang 

tertib adalah melalui penegakkan hukum. Aturan lalu lintas yang baik 

tidak ada gunanya apabila pelanggaran tetap terjadi dan tidak ada 

penegakan hukum.
38

 

B. Konsep Uraian Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 

tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada 

tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang ini adalah kelanjutan dari Undang - 

Undang Nomor 14 Tahun 1992, terlihat bahwa kelanjutannya adalah 

merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah clausul yang 
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diaturnya, yakni yang tadinya 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 

pasal. 

Jika kita melihat UU sebelumnya yakni UU Nomor 14 Tahun 1992 

menyebutkan Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai 

pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan 

strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan 

hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan 

wilayah. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis 

dalam memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan 

kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. 

Berbeda dengan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, UU ini 

melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis 

dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian 

dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam batang 

tubuh di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang 

ini adalah :
39

 

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, 

selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk 

mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, 

memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu 

menjunjung tinggi martabat bangsa; 
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2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan 

3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi 

masyarakat. 

Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui: 

1. Kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan; 

2. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas 

pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan 

3. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan 

Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan 

Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. 

Norma-norma peraturan tanpa adanya sarana pendukung seperti 

struktur keorganisasian yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan 

pastinya akan berjalan tidak efektif dan efisien. Selain itu, budaya dalam 

melakukan dan melaksanakan norma-norma peraturan juga harus dinilai, 

apakah memang sudah tepat masyarakat dapat melaksanakan. Hal ini 

berkaitan dengan bagaimana nantinya UU Nomor 22 Tahun 2009 

diimplementasikan. Melihat hal ini maka kita dapat menggunakan 

pendekatan substansi, sutruktural, dan kultural.
40
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Secara substansi, UU Nomor 22 Tahun 2009 masih dapat 

diperdebatkan. Mulai dari banyaknya amanat untuk membuat aturan 

pelaksana dan teknis; nilai keefektifan dari penegakan hukum berupa 

sanksi administrasi, perdata hingga pada pidana; pengaturan mengenai hak 

dan kewajiban dari penyelenggara negara dan masyarakat, dan sebagainya. 

Pertanyaan-pertanyaan ini adalah untuk lebih mendalami apakah peraturan 

ini dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Selain itu, 

apakah norma peraturan tersebut memang lahir dari masyarakat, hal ini 

guna menjawab kebutuhan siapa yang memang hars dipenuhi. Dengan 

memperhatikan ini, maka kita dapat melihat apakah suatu peraturan ini 

akan efektik dan efisien jika dilaksanakan. 

Secara struktur, UU Nomor 22 Tahun 2009 telah menjelaskan mengenai 

pihak yang terkait. Jika kita cermati maka kita dapat melihatnya sebagai 

berikut : 

1. Pembinaan menjadi tanggung jawab negara. Pembinaan mencakup 

perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. 

2. Urusan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung 

jawab di bidang Jalan; 

3. Urusan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang 

sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
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4. Urusan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang 

industri; 

5. Urusan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang 

pengembangan teknologi; dan 

6. Urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan 

Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional 

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, 

oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

7. Mengkoordinasi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan 

dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
41

 

Tidak hanya cukup siapa yang akan menjalakan apa, tapi juga 

bagaimana ia harus melakukan dan kapan harus dilaksanakan. Sebagai 

masyarakat tentunya adalah menjalankan hukum positif dalam hal ini UU 

Nomor 22 Tahun 2009, namun perlu diterjemahkan lagi bagaimana situasi 

dan kondisi dilapangan dapat menunjang masyarakat dapat 

melaksanakannya. Keharusan yang diterjemahkan sebagai kewajiban harus 

di dukung oleh seberapa besar dan seberapa banyak petunjuk-petunjuk 

dilapangan. Terkait dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 ini maka kita bisa 

mempertanyakan seberapa banyak rambu-rambu dan fasilita-fasiitas 
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penunjang di jalan raya. Harus diingat, pemberlakuan UU tidak hanya 

pada satu wilayah saja namun berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia. 

Struktur itu harus mampu menunjang masyarakat agar dapat 

melaksanakannya.  

C. Tinjauan Umum tentang Lalu Lintas  

1. Pengertian Lalu Lintas 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  pasal  1  ayat  2  

yaitu:  “lalu  lintas  adalah  gerak kendaraan dan orang diruangan lalu 

lintas”
42

.  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem 

yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas, 

Prasarana Lalu Lintas Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta 

pengelolaannya. 

 Sedangkan didalam Kamus Besar Indonesia lalu lintas 

didefenisikan sebagai: 
43

 

1. (bejalan) bolak-balik, hilir mudik: banyak kendaraan dijalan raya; 

2. Perihal perjalanan dijalan dan sebagainya : pedagang-pedagang di  

tepi jalan; 

3. Perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain 

(dengan jalan pelayaran, kereta api, dan sebagainya) : 
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Berlalulintas 

1. Ada lalu lintasnya; 

2. Berkenaan dengan lalu lintas: aturan – perlu dipatuhi; 

3. Melakukan tindak lalu lintas (dengan kendaraan); 

Untuk mengendalikan pergerakan orang dan atau kendaraan agar 

bisa berjalan dengan lancar dan aman diperlukan perangkat peraturan 

perundang – undangan yang sebagai dasar dalam hal ini diatur dalam 

UULAJ, hal – hal yang diatur sebagai berikut :
44

 

1. Instansi yang membina; 

2. Penyelenggaraan; 

3. Jaringan prasarana; 

4. Ketentuan tentang kendaraan yang digunakan; 

5. Pengemudi yang mengemudikan kendaraan itu; 

6. Kententuan tentang cara berlalu lintas; 

7. Ketentuan tentang keselamatan dan keamanan dalam berlaku lintas; 

8. Ketentuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan; 

9. Perlakuan khusus yang diperlukan untuk penyandang cacat, manusia 

lanjut usia, wanita hamil, dan orang sakit; 

10. Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas; 

11. Penyidikan dan peningkatan pelanggaran lalu lintas serta; 

12. Ketentuan pidana dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran 

ketentuan lalu lintas. 

                                                             
44

 Ibid, h.4. 



 

 

43 

 

2. Komponen Lalu Lintas  

Ada  tiga  komponen  terjadinya  lalu  lintas  yaitu  manusia  

sebagai pengguna,  kendaraan  dan  jalan  yang  saling  berinteraksi  

dalam pergerakan  kendaraan  yang  memenuhi  persyaratan  kelaikan 

dikemudikan oleh  pengemudi  mengikuti  aturan  lalu  lintas  yang 

ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu 

lintas  dan  angkutan  jalan  melalui  jalan  yang  memenuhi  

persyaratan geometrik.
45

 Komponen lalu lintas terdiri dari dua yaitu:  

a. Manusia 

Manusia adalah merupakan faktor yang paling tidak stabil dalam 

pengaruhnya terhadap kondisi lalu lintas serta tidak dapat 

diramalkan secara tepat. Beberapa tinjauan terhadap faktor 

manusia di antara lainnya : 

1. Manusia sebagai pengemudi 

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi 

atau  pejalan  kaki  yang  dalam  keadaan  normal  mempunyai 

kemampuan  dan  kesiagaan  yang  berbeda-beda  (waktu  

reaksi, konsentrasi dll). Perbedaan-perbedaan tersebut masih 

dipengaruhi oleh  keadaan  phisik  dan  psykologi,  umur  serta  
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jenis  kelamin  dan pengaruh-pengaruh  luar  seperti  cuaca, 

penerangan/lampu  jalan dan tata ruang. 

2. Kendaraan 

Kendaraan  adalah  suatu  yang  bergerak  di  jalan,  terdiri  dari 

kendaraan  bermotor  atau  tidak  bermotor;  yang  dimaksud 

kendaraan yang tidak bermotor yaitu kendaraan yang  di 

gerakkan oleh tenaga manusia atau hewan. 

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai 

karakteristik yang  berkaitan  dengan  kecepatan,  percepatan,  

perlambatan, dimensi  dan  muatan  yang  membutuhkan  ruang  

lalu  lintas  yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu 

lintas. 

3. Jalan 

Jalan adalah ruang lalu lintas tempat kendaraan dan orang 

bergerak untuk berpindah tempat.
46

 Jalan tersebut direncanakan 

untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan 

mampu mendukung beban  muatan sumbu kendaraan  serta  

aman,  sehingga  dapat  meredam  angka kecelakaan lalu-lintas. 

3. Strategi Manajemen Lalu Lintas 

Dengan Mengacu pada Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, manajemen lalu lintas 

                                                             
46

 Op.Cit, Suwardjoko P. Warpani, Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 

Bamdung : ITB, 2002, h.7. 



 

 

45 

didefenisikan sebagai upaya untuk mengatur pergerakan lalu lintas 

supaya memenuhi kriteria keselamatan, kelancaran, efesiensi, dan 

murah. Manajemen lalu lintas selanjutnya meliputi  kegiatan 

perencanaan,  pengaturan,  pengawasan, dan  pengendalian  lalu  lintas. 

Manajemen  lalu  lintas  bertujuan  untuk keselamatan,  keamanan, 

ketertiban, dan kelancaran  lalu  lintas,  dan  dilakukan antara lain 

dengan
47

 :  

a) Usaha  peningkatan  kapasitas  jalan ruas,  persimpangan,  

dan/atau jaringan jalan. 

b) Pemberian  prioritas  bagi  jenis kendaraan  atau  pemakai  jalan 

tertentu. 

c) Penyesuaian  antara  permintaan perjalanan  dengan  tingkat  

pelayanan tertentu dengan  mempertimbangkan keterpaduan intra 

dan antar moda 

d) Penetapan  sirkulasi  lalu  lintas, larangan  dan/atau  perintah  bagi 

pemakai jalan. 

 

3.1 Perencanaan Lalu Lintas  

  Kegiatan  perencanaan  lalu  lintas meliputi  inventarisasi  dan  

evaluasi tingkat  pelayanan.  Maksud  inventarisasi antara  lain  

untuk  mengetahui  tingkat pelayanan  pada  setiap  ruas  jalan  dan 
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persimpangan.  Maksud  tingkat pelayanan  dalam  ketentuan  ini  

adalah merupakan  kemampuan  ruas  jalan  dan persimpangan  

untuk  menampung  lalu lintas  dengan  tetap  memperhatikan 

faktor  kecepatan  dan  keselamatan. penetapan  tingkat  pelayanan  

yang diinginkan.  Dalam  menentukan  tingkat pelayanan  yang  

diinginkan  dilakukan antara  lain  dengan  memperhatikan: rencana  

umum  jaringan  transportasi jalan,  peranan,  kapasitas,  dan 

karakteristik  jalan,  kelas  jalan, karakteristik  lalu  lintas,  aspek 

lingkungan,  aspek  sosial  dan  ekonomi. Penetapan  pemecahan  

permasalahan lalu  lintas,  penyusunan  rencana  dan program  

pelaksanaan perwujudannya. 
48

 

Maksud  rencana  dan  program perwujudan  dalam  ketentuan  

ini  antara lain  meliputi:  penentuan  tingkat pelayanan  yang  

diinginkan  pada  setiap ruas  jalan  dan  persimpangan,  usulan 

aturan-aturan  lalu  lintas  yang  akan ditetapkan  pada  setiap  ruas  

jalan  dan persimpangan,  usulan  pengadaan  dan pemasangan  

serta  pemeliharaan  rambu-rambu  lalu  lintas  marka  jalan,  alat 

pemberi  isyarat  lalu  lintas,  dan  alat pengendali  dan  pengaman  

pemakai jalan, usulan kegiatan atau tindakan baik untuk  keperluan  

penyusunan  usulan maupun penyuluhan  kepada masyarakat. 
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3.2 Pengaturan Lalu Lintas 

Kegiatan  penetapan  kebijaksanaan  lalu lintas pada jaringan 

atau  ruas -ruas jalan tertentu.  termasuk  dalam  pengertian 

penetapan  kebijaksanaan  lalu  lintas dalam  ketentuan  ini  antara  

lain penataan sirkulasi lalu lintas, penentuan kecepatan  maksimum  

dan/atau minimum,  larangan  penggunaan  jalan, larangan  

dan/atau  perintah  bagi pemakai jalan.
49

 

3.3 Pengawasan Lalu Lintas  

a) Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan  kebijaksanaan  

lalu lintas.  Kegiatan  pemantauan  dan penilaian  dimaksudkan  

untuk mengetahui  efektifitas  darikebijaksanaan-

kebijaksanaaan tersebut  untuk  mendukung pencapaian  tingkat  

pelayanan  yang telah  ditentukan.  Termasuk  dalam kegiatan  

pemanatauan  antara  lain meliputi  inventarisasi  mengenai 

kebijaksanaan-kebijaksanaan  lalu lintas  yang  berlaku  pada  

ruas  jalan, jumlah  pelanggaran  dan  tindakantindakan  koreksi  

yang  telah dilakukan  atas pelanggaran tersebut.  Termasuk  

dalam  kegiatan penilaian  antara  lain  meliputi penentuan  

kriteria  penilaian, analisis  tingkat  pelayanan,  analisis 

pelanggaran  dan  usulan  tindakan perbaikan. 
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b) Tindakan  korektif  terhadap pelaksanaan  kebijaksanaan  lalu 

lintas.  Tindakan  korektif dimaksudkan  untuk  menjamin 

tercapainya  sasaran  tingkat pelayanan  yang  telah  ditentukan. 

Termasuk  dalam  tindakan  korektif adalah  peninjauan  ulang  

terhadap kebijaksanaan  apabila di  dalam pelaksanaannya  

menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. 

 

D. Tinjauan Umum Ojek Online Sepeda Motor yang Menggunakan Holder 

Handphone 

1. Pengertian Ojek Online 

Pengertian ojek menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain 

dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah “sepeda motor yang 

dibuat menjadi kendaraan umum untuk memboncengi penumpang 

ketempat tujuannya”.
50

 Peter Salim dan Yenny Salim menyebutkan 

bahwa ojek adalah “sepeda atau sepeda motor yang disewakan dengan 

cara memboncengkan penyewanya.”
51

 Ojek merupakan sarana 

transportasi darat yang menggunakan kendaraan roda dua (sepeda 

motor) untuk mengangkut penumpang dari satu tujuan ke tujuan 

lainnya kemudian menari bayaran. 

Manfaat adanya Ojek Online : 

a. Lebih Efesien  
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 J.S Badudu dan Sutan Mohammad, 1994, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PT. 

Integraphic, Jakarta, h.48 
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b. Praktis dan Mudah 

c. Lebih Nyaman 

d. Rapih 

e. Aman dan terpecaya 

f. Kemudahan dalam pembayaran serta tarif pasti 

2. Sepeda Motor 

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang – Undang Lalu Lintas 

Angkutan Jalan, menyatakan bahwa “Kendaraan Bermotor beroda 

dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta 

samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah”.
52

 

Standar Operasional Sepeda Motor. 

3. Handphone/Holder Handphone 

Handphone merupakan alat telekomunikasi elektronik dua arah yang 

bisa dibawa kemana-mana dan memiliki kemampuan untuk 

mengirimkan pesan berupa suara. Pengertian tersebut merupakan 

pengertian handphone secara umum. Adapun fungsi dari Holder 

handphone (Hp) berfungsi sebagai tangan ketiga bagi agan dalam 

memegang hp sambil berkendara.
53
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53

 http://otoriv.blogspot.co.id/2015/12/holder-hp-untuk-motor-universal-lebar.html, 

Loc.Cit. 
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E. Tinjauan tentang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan terkait 

Penggunaan  Handphone/Holder Handphone saat berkendara oleh Ojek 

Online menurut Pasal 106 Ayat (1) Jo Pasal 283 Undang – undang No. 

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Pasal 106 ayat (1) menyebutkan : 

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib 

mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.”
54

 

Penjelasannya : 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan "penuh konsentrasi" adalah setiap orang yang 

mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak 

terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan 

telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, 

atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan 

sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan. 

Yang menjelaskan sanksi Pidananya pasal 106 ayat (1) Jo 283 ialah 

menerangkan :
55

 

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara 

tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu 
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keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di 

Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan 

pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 

Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). 

Adapun pasal yang menjelaskan perlengkapan yang dipasang di motor 

mengganggu keselamatan ialah pasal 58 dan sanksinya di dijelaskan di 

Pasal 279 menyebutkan :
56

 

Pasal 58 : 

Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan dilarang 

memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu 

lintas. 

Pasal 297 : 

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang 

dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu 

lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak 

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 
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